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Kontestasi Kontrol & Akses SDA

Negara Private

Masyarakat
Civil Society

SDA
Stock/Unit

Negara hadir utk mengantisipasi 
open access (konsekuensi public good)
Private berhasrat mendorong 
penguasaan privat
Masy/CS memandang sbg CPR



‘Kehadiran’ Negara

1967-1968
UU PMA 1/1967
UUPMDN 6/1968

1967
UU Kehutanan 5/6741/99
UU Pertambangan 11/674/2009 

2001-2004
UU Migas 22/2001
UU Geothermal 27/200321/2004
UU Perkebunan 18/200439/2014
UU Perikanan 31/2004
UU SD Air 7/2004
UU 19/2004 (Perppu 1/2004)

2007
UU PM 25/2007
UU PWP3K 27/2007

2012-2013
UU Pengadaan Tanah 2/2012
UU P3H 18/2013

2001
Tap MPR 

PAPSDA IX/2001

2019
UU SD Air 17/2019 
UU KPK 19/2019

2020
Pengesahan RUU Minerba
RUU Cipta Kerja



Perilaku Korup Melengkapi (membawa 
konsekuensi konflik dan krisis ekologi)

1. Supian Hadi, 2019 (Bupati Kotim) 
§ Suap IUP (Toyota Land Cruiser Rp710jt dan Hummer H3 Rp1,35

M serta uang Rp500jt). 
§ Dugaan kerugian negara: Rp5,8T dan US$711rb 

2. Nur Alam, 2017 (mantan Gub Sultra)
§ Kerugian negara: Rp1,5T
§ Vonis: 12 tahun penjara & denda 1M. Dicabut hak politik 5 tahun 

& membayar uang pengganti Rp2,7M (pidana tambahan)  
3. Aswad Sulaiman, 2017 (mantan Bupati Konawe Utara)

§ Suap IUP (Rp13M) 
§ Kerugian negara: Rp2,7T

4. Kerugian negara dr kawasan hutan 2004-2007 Rp169,7T (ICW)
5. Data Korsup KPK per Oktober 2016 mencatat dr 34,7jt hektar IUP, 22,9jt 

di kawasan hutan. 5Jt hektar di hutan lindung dan hutan konservasi. 



Reforma PSDA?
1. Implementasi mandat Tap MPR IX/2001 rombak struktur kebijakan PSDA sesuai 

prinsip (yg diartikulasikan scr detail):
• Keadilan keterlibatan dan kontrol yg nyata dlm proses kpts terutama bg 

masy yg terdampak utk memastikan jaminan kesejahteraan terkait redistri-b
usi sumberdaya serta kemungkinan resiko negatif akibat produksi SDA

• Demokrasi partisipasi publik, transparansi & akuntabilitas
• Keberlanjutan memastikan jaminan daya dukung/daya tampung lingk

2. Mengembalikan kekuatan KPK sbg lembaga superbody re-efektifitas penindakan
3. Intensifikasi peran publik melalui fungsi kontrol maupun melalui exercise peluang-

peluang hukum yg ada (citizen lawsuit  dll) 


